Penegakan Hukum
(Law Enforcement = Rechtstoepasssing)
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» Penegakan hukum merupakan aktivitas yang tidak
tetap / konstan / pasti.

» Penegakan hukum mengandung pilihan dan
Kemungkinan

« Penegakan hukum melibatkan manusia manusia
—> proses yang kompleks dan tidak selalu logis
linler

9/8/2012 www.jamalwiwoho.com
LAW ENFORCEMENT




EFEKTIFITAS / PENEGAKAN HUKUM

Faktor yang mempengaruhi kefektifan hukum :

Mudah tidaknya ketidaktaatan/pelanggaran hukum itu
dilihat/disidik. = Makin mudah dilihat — makin efektif

Pelanggaran Narkoba (pidana) lebih mudah dilihat drpd
pelanggaran hak asasi (hk. tata negara).

Siapakah yang bertanggungjawab menegakkan hukum ybs.
Narkoba — tg jawab negara — lebih efektif
HAM — tg jawab individu/warga — kurang efektif
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Donald Black

(The Manners and Customs of The Policy, 1980 : 41-63)

diskresi:

hukum rakyat.

Mobilisasi hukum pidana oleh Polisi dipengaruhi oleh variabel :

* Intelegensia hukum : kemampuan hukum untuk mendeteksi
terjadinya kasus hukum dalam yurisdiksinya;

» Ketersediaan peraturan : seberapa besar hukum tersedia,
mudah diakses dan sampai kepada rakyat;

* Diskresi : seberapa besar ruang kebebasan melakukan

* Perubahan hukum : perubahan standar moral dan perasaan
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Soerjono Soekanto : 1993 : 5

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan
| keefektifan hukum :
« Hukumnya / undang-undangnya

» Penegak hukum (pembentuk hukum maupun
penerap hukum)

 Sarana / fasilitas pendukung
« Masyarakat (adressat hukum)
« Budaya (legal culture)
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Syarat-Syarat agar hukum efektif -

 Undang-undang dirancang dengan baik; kaidahnya jelas, mudah
dipahami, dan penuh kepastian;

 Undang-undang sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan
bukan mengharuskan/membolehkan (mandatur);

 Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan / sifat undang-udang itu;

* Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding) dengan
macam pelanggarannya;

« Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat (lahiriah);
» Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral;

 Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik;
menyebarluaskan UU, penafsiran seragam, dan konsisten.
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Robert Biersted, 1970 : The Social Order. Tokyo :
Mc Graw Hill Kogakusha Ltd. p. 227-229.

Dasar-dasar kepatuhan seseorang kemungkinan
adalah :

* Indoctrination : penanaman kepatuhan secara
sengaja;

* Habituation : pembiasaan perilaku;

o Utility . kemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi;

* Group indentification . mengidentifikasi dalam
kelompok tertentu;
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Herbert C. Kelman. 1966. Compliance, Identification and

Internalization, Three Processes of Attitude Changes. New York :

Holt. Rhinehart and Winston. p. 140-148

Leopold Pospisil. 1971. Anthropology of Law : A Comparative Theory.

New York : Harper & Row Publisher. p. 200-201

Dasar-Dasar Kepatuhan Hukum :
o Compliance :

An acceptance of rule by expectation of rewards and an attempt to
avoid possible punishment:

o Identification :

An gcceptance of 3 rule because of g person’s desire to maintain
membership ia a group of relationship with the agent;
o [nternalization :

The acceptance by an individual of rule or behavior because be find
it content intrinsically rewarding.
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KESADARAN HUKUM
(BERT KUTCHINKY, The Legal Consciousness ,1973: 101)

CHUKOM. | | PRIARDHUGOM

o Law gwareness (pengetahuan tentang peraturan)

o Law gcquaintances (pengetahuan tentang isi
peraturan)

o legal attitude (sikap hukum)
o Legal behavior (perilaku hukum)
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PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF
(Satjipto Rahardjo, 2004)

ME MO

. B

« Hukum untuk manusia dan menempatkan keadilan di atas
peraturan

« Hakim harus kreatif dalam melakukan penemuan dan
pembentukan hukum

« Tidak hanya berfikir tekstual normatif tetapi juga
kontekstual empiris (ke luar dari tradisi konvensional)

 Ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang bernurani

« Menempatkan manusia (perilaku penegak hukum) sebagai
penentu kualitas penegak hukum (Taverne).
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